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GUBERNUR SULAWBSI TENGGARKA

_PERATURAN GUBERNUR SULAWES| TENGGARA
NOMOR : 12 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UHAT BERAGAMA (FKUB)

Menimbang :

Mengingat

'DUPROVINSI SULAWES| TENGGARA

" DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
'GUBERNUR SULAWES! TENGGARA,

bahwa untuk me!aksanakan ketentuan pasal 12 Peraturan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan

-Nomaor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala

Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemefiharagan Kerukunan Umat
Beragama, Pemberdayaan Forum Kervkunan Umat Beragama, dan

~ Pendirian Rumah fbadah, maka perfu menetapkan Peraturan Gubemur

Sulawesi Tenggara tentang Forum Kerukunan Umat Beragama di Provinsi

- Sulawesi Tenggara.
. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Penggantt Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1964

tentang Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi Tengah dan Daerah
- Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang - Undang

Nomor 47 Pmp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat {
Sufawesi Utara-Tengah -dan Daerah Tingkat | Sulawesi Solatan -
Tenggara { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964, Normor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 2687);

. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang pencegahan

penyalahgunaan dan atau penodaan Agema (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Repubtik

Indoresia Nomor 2728).

. Undang-Undang- MNomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi

kemasyarakatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 44, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
3298);

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 fentang Hak Asasi

‘ Manusia {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Noror 165,

Tambahan L embaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 3886),
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Menetapkan :

5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
{Lembaran - Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Repubik indonesia Nomor 4437),
sebagaimana tefah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang
‘Nomor 12 Tahun 2008 fentang Perubahan kedua atas Undang — Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah { Lembaran Negara
"Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

. Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan Urusan
Pemerintahan antara Pemerintab, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Ternggara Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri

Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam

Pemeliharaan  Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum

Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat

MEMUTUSKAN
PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM KERUKUNAN UHAT
BERAGAMA ( FKUB ) »

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang di maksud dengan :
Daerah adalah Provinsi Sutawesi Tenggara ;
Pemerintah Daerah adalah Pemernintah Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara, - -
“Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Tenggara
Provinsi adalah Provingi Sulawesi Tenggara ; )
‘Kantor Wilayah Departemen Agama adalah Kantor Wilayah Departemen
Agama Provinsi Sutawesi Tenggara ;
Instansi Terkait adalah Kantor Wilayah Departemen Agama,Kantor
Departemen ‘Agama dan Dinas/Badan/Kantor/Satuan Kerja Pemerintah
Daerah yang menangani tugas — tugas/ urusan - urusan kerukunan umat
beragama;
7. Pemuka Agama adalah Tokoh Komunitas umat beragama baik yang
- memimpin omas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas
keagamaanyang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat

sebagai panutan,

o hw Na
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(1).

8. Lembaga Agama adalah Organisasi bervisi kebangsaan yang di bentuk
berdasarkan kesamaan agama oleh warga Negara Republik Indonesia
secara suka rela berbadan Hukum -dan tetah terdaftar di Pemerintah
Daerah setempat serta bukan organisasi sayap politik;

9.. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya di singkat FKUB
adalah Forum yang di bentuk oleh masyarakat dan difasilitas! oieh
Pemerintah. Daerah Provinsi dalam rangka membangun, memelihara dan
memberdayakan umat. beragama untuk kerukunan dankesejahteraan;

10.Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya
disebut Dewan Penasehat adalah Dewan Penasehat Forum' Kerukunan
-Umat Beragama Provinsi/. Kabupaten/ Kota di Sulawesi Tenggara yang
- keanggotaannya terdiri dari unit / instansi terkait. :

. BABll
. PEMBENTUKAN FKUB
- Pasal 2
Pembentukan FKUB dﬂakukan oieh ‘masyarakat dan dsfas:lrtasr oleh - Pemerintah

- Daerah;

(2).

- Syarat calon anggota FKUB ada!ah sebagal berikut :
" a. Penduduk Sulawesi Teniggara

b. Bertempat tingga! di Sutawesi Tenggara sekurang - kurangnya 5 ( lima ) tahun:
¢. Berfaqwa kepada Tuban Yang Maha Esa dan setia kepada Pancasita dan
tindang-Undang Dasar 1945,

- . 4. Pernuka Agama yang menjadi panutan;
[

(3).

(4).

e. Berkepribadian baik dan penuh pengabdian techadap kepentingan kerukunan
- kehidupan beragama.

'Calon anggota baru FKUB yang memenuhi syarat sebagaimana di maksud pada

ayat (1), harus diusulkan secara tertulis oleh Lembaga Agama yang diwakili dengan

melampirkan foto copy KTP;

Calon anggota pengganti antar waktu FKUB karena anggota meninggal dunia yang
memenuhi syarat di maksud pada ayat (1), harus diusulkan secara tertulis oleh

' Lembaga Agama yang diwakili dengan melampirkan foto copy KTP;

(5).

6}

-Calon -anggota. pengganti ‘antar waktu FKUB karena anggota mengundurkan diri
yang memenuhi syarat di maksud pada ayat (1), harus diusulkan secara tertulis oleh

Lembaga Agama yang diwakili dengan melampirkan foto copy KTP dan foto copy
surat pernyataan pengunduran diri dari anggota akan di ganti;
Calon ‘anggota pengganti antar .waktu FKUB karena anggota tidak - dapat

- melaksanakan tugas, yang memenuhi syarat sebagai mana dimaksud pada ayat

).

(2.

“(1).harus diusulkan secara tertulis oleh - Lembaga Agama yang diwakilt dengan

melampirkan foto copy KTP daﬂar hadxr mpat anggota FKUB ;

Pasal 3

Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Agama, Kantor Departemen
Agama menerima dan menampung usulan calon anggota baru atau usutan
pengganti antar wakiu dari Lembaga Agama;

Pemenntah Daerah,  Kantor Witayah Departemen Agama, Kantor Departemen
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3).
(4).

1.

).

(4).
(5).

().

@).

Q).

(4)-
(5).

Agama dan Lembaga Agama menetapkan komposisi keterwakitan dan keanggotaan
FKUB baru atau usulan pengganti antar wakty;

Pembentukan -susunan kepengurusan Anggota FKUB. berdasarkan musyawamh
anggots FKUB yang dituangkan datam Berita Acara;

Susunan pengurusan sebagazmana di maksud psda ayat (3) drtehpkan dengan
Keputusan Gubemur o . ;

Jumlah anggam FKUBProvmss paling banyak 24 ( dua puluh satu ) Orang;

Periode kepengutusan ( anggola ) FKuB Provmsa adatah 5 ( lima} Tahun;
Anggota FKUB berakhir apabita : :

a. Telah selesai masa bakti setama 5 (lvma) Tahun'

b. Meninggal Dunia; -

.- Berhalangan tetap;

d. .Mengundurkan difi;

‘e. Tidak dapat meiaksaﬁakan tugas.

Anggota FKUB sebagairnana dimaksud pada ayat (1) hunf a dapat dmsulkan dan

ditetapkan kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa bakti. benxutnya - .

Anggota diberhentikan atas dasar keputusan rapat anggom

a. Mencalonkan diri menjadi calon legistatif maupun Kepala Damah IWalul Kepaia
Daerah ;

b. Melanggar AD / ART dan pefaturan FKuUB. -

. Tidak dapat menjalankan fugas orgamsasl se{ama 3 (tsga) Bufan secafa bertumt—
tunut Karena mangkir / sakit.

d. Pindah keluar daerah.

e. ‘Melakukan tindak pidana yang telah bemetetapan hukum

Pasal 5

FKUB memepunyai tugas sebagai berikut :

a.. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat secara
bersamaari.

b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan msyamkat

¢. Menyalurkan = aspirasi ofmas keagamaan dan masyarakat da!am bentuk
rekomendasi sebagai bahan kebjjakan Gubermnur. -

d. Melakuakn sosialisasi peraturan perundang-undangan -dan kebljakan di b&dang
keagamaan yang berka;tan dengan kemkunan beragama dan pemberdayaan
masyarakat..

FKUB Provinsi Sulawesi Tenggara mempunya: fungsr komum'kas:, mediasi,

‘sosiglisasl, edukasi, motivasi, pengejawantahan, fespresentasi, konsultasi dan

membeni reknmendasu dalam memelihara dan’ mengembangkan kerukunan umat

FKUB - vasnsu Sulawest Tenggara bersifat musyawarah, = keagamaan,

-kemasyarakatan, kemanusiaan, konsultatif, dan infarmative serta independent dan

tidak bersifat partisan,

Hubungan kerja FKUB Provinsi dan Kabupaten/ Kota bersifat konsultatif dan

informative.

Rapat . konsultasi masing-masing FKUB dengan Pemertintah Daerah setempat
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).

(1
(2)

(3
(4)
().

dilaksanakan sekura i PSR -
hat PRUB. ng-kurangnya 2 ( dua ) kali setahun yang difasilitasi oleh Dewan

Rapat konsultasi FKUB Provinsi denga ' _
ikl st kel st ahu, i dengan F@B Kabupatem Kota diaksanakan

Pasal ¢

Dewan Penasihat FKUB dibentuk di Provinsi.

Susunan keanggotaan Dewan P :
Undanan enasihat FKUB sesuai denga Peraturan Perundang-

Anggota Dewan Penasihat terdm dan' pimpinan instansi terkait.
Jumiah anggota Dewan Penasihat sesuai dengan kebutuhan.
Dewan Penasrhat FKUB Prwms» d;retapkan dangan keputusan Gubernur,

“Pasal?7

Dewan Pgnaslhat FKUB sebagalmana dimaksud datam Pasal 6 ayat (1) mempunyai

tugas

beragama; dan
Secara berkata dan sewaktu-waktu bila dipedukan memfasilitasi penemuan antara

{n
(2)

3)

Membantu Gubemur_ datam mmmwekan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat

FKUB dengan Pemenntah Daerah dan Instansi Pemerintah di Daerah.

BAB it
PERTANGGUNG JAWABAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Anggota FKUB Provinsi bertanggung  jawab
i kepada  Gube
menyampaikan laporan terfulis secara berkala setiap %a(tlga) bularr?u::ekall atau

‘sesuai dengan kebutuhan.
‘ ‘Gubernur dibanty Kepata Karitor Wilayah Departemen Agama, dapat melakukan

pembinaan secara langsung apabila FKUB Provinsi tidak naksn
‘kewenangannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yanrzliglaaku g dan

Gubernur dibantu Kepala Kantor Wilayah Departemen
Agama d
dapat melakukan pengawasan terhadap FKUB Provinsi sesuai deangazmm:

‘dan ketentuan yang berlaku

Pasatc

Biaya Operasinal FKUB dan Sekretanat FKUB Provinsi dibebankan pada Anggaran

Belanja Negara (APBN)}. -

Pendapatan dan Betarja Daerah (APBD) Provins: dan Anggamn Pendapatan dan

Sekreranat FKUB bertugas
mengeiola admlmsh'as: FKUB.

SEKRETARIAT
Pasat 10

membantu . penyelenggaraan tugas-lugas FKUB dan
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Pasal 11

{1) Untuk melaksanakan tugas Sekretariat FKUB sebagaimana dimaksud Pasal 10,
Sekretariat FKUB difimpin oleh sekertaris dan dibantu beberapa orang staf, yang
diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Gubemur.

(2) Petugas Sekretariat FKUB sebagaimana dmksud pada ayat (1) berasal dari
pegawai yang diusulkan oleh Instansi terkait.

(3) Sekteriat FKUB bertanggung ;awab atas  pengelolaan Sekretariat FKUB dan
pelaksanaan tugas-tugas FKUB - =

(4) Sekretariat FKUB terdini dan .

a. Tatausgha -

b. Perencanaan’

¢. Keuangan . .

d. Perengkapan {Iogts’ak)

e. Komunikasi dan Pubhkasl

 @ABVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal12

Dengan dltetapkannya aturan ini maka ketentuanﬂ yang mengatur tentang FKUB atau
yang sejenisnya, yang telah terbentuk sebelum peraturan ini dsterbiﬁcan ‘agar segera
menyesuaikan pating lambat 1 (satu) tahun _ o _

BABVIL
KETENTUAN PENUTUP
© Pasal13 » _
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaan diatur dengan Keputusan Gubemur sesual ketenman peraturan pemndang-
undangan. o

’ ‘p.!.sm "

Peraturan ini mulai bertaku pada tanggal dlundangkan
Agar setiap orang mengelahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini
dengan penempatannya datam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
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Ditetapkan di
B ANAF KOORUCINASY | . Pada tanggal

UNIT 7 SATUANKERJA| PARAF BERNUR S TENGGARA,
Borshen Z i S _

&uw»?

*

‘m ‘.\ win
.‘1"
\

Dtundangkan di Kendari .
Pada tanggal. 18 - 3 - 2009 .
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

" BERITA DAERAH PROVINSI SULAWES! TENGGARA

TAHUN 2009 ‘NOMOR : 12
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